
GC }IgH\ LrR GCRGI{IA]LS
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI GOTTONTALO

NOMOR 6:, TAHUN 2O1g

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELI\KSANA TEKNJTS DINAS
PENGEMBANGAN TERNAK PROVINSI GORONTALO

Menimbang : a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

bahwa berdasarkan Pasal 17 peraturan Daerah Nomor 12 Tahun

2013 tentang organisasi dan Tata Ke{a Dinas Daerah provinsi

Gorontalo, perlu membentuk organis;asii dan Tata Kerja unit
Pelaksana Teknis Dinas pengemban,gan Ternak provinsi

Gorontalo;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a perlu menetapkan peraturan Gubernur (iorontalcr

tentang Pembentukan organisasi dan lfata Kerja Unit Felaksana
Teknis Dinas Pengembangan Ternak provinsi Gorontalo;

undang-undang Nomor 8 Tahun 19'74 tentang pokok-pokok

Kepegawaian (kmbaran Negara Tahun lgr4 No.mor 55,
Tambahan kmbaran Negara Nomor 3014). sebagaimerna telah.
diubah dengan Undang-undang Nornor 4g rahuur tggg
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor169

Tambahan Lembaran Republik Indones:ra Negara Nomor 3g90);

Undang-Undang Nomor T Tahun 1,996 tentang pangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99
Tambahan lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3656f ;
undang-Undang Nomor 8 Tahun 1gg9 tentang perli.ndungan

Konsumen (Irembaran Negara Republil< llndonesia Tahun lggg

Nomor 42, Tambahan kmbaran Neggara Republik l:ndonesia
Nomor 3821h

undang-undang Nomor 38 Tahun 2ocro tentang pembrentukan

Provinsi Gorontalo (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 258, Tambahan kmbaran Negara lRepublik

Indonesia Nomor a060);

Mengingat : 1.

b.
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5. urrdang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik [nrlonesia Tahun 2CI04
Nomor r25, Tambahan Lembaran Negara Republik I:ndonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberap,a kali diubah terakhir
dengan undang-undang Nomor L2 tahun 2oos tentang
Perubahan Kedua Atas undang-undang lNomor 32 Tahun 2oa4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara .Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor s9, TambaLhan Lembara' Negara
Republik Indonesia Nomor ag4al;

6. undang-undang Nomor 18 Tahun 2aog tentang peterna.kan dan
Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2oo9 Nomor 18, Tambahan l.embaran Negara l?epublik
Indonesia Nomor 8a50 15);

7. undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Itepublik
Indonesia Tahun 2orr Nomor g2, Tambahan Lembarani Negara
Republik Indonesia Nomor S23al;

8. Peraturan Pemerintah Nomor tr Ta.hun rgrg tentang
Pembuatan, Persediaan, peredaran dan pe,makaian vaksin, Sr:ra
darr Bahan Diagnostika Biologis untuk Lrervan (LembaranL Neg:rra
Republik Indonesia Tahun LgTg Nomor !)3, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3001);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun ".Lgrr tentang pe'olakem,

Pencegahan, pemberantasan, dan peng,obatan penyakit Hewan
(Lembaran Negara Repubrik Indonesia ,lahun rgrr Nomor 20,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor,3i101);

1o. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun l9g3 tentang Kesehatan
Masyarakat veteriner (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Len:rbtrran Negara Republik
Indonesia Nomor 2353);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5g ,lahun 
200s tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lemb:ar*n Negara Republik
Indonesia Tahun 200s Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4STgl;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3g rahun 2oor tentang pembagiem

urusan Pemerintahan Antara pemerintahr, Jpemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabr.rpate nI Kota (Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2oa7 I\lomor g2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nonnor arsrh
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Menetapkan : PERATURAN

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2oor tentang o,rganisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik I.ndonesia
Tahun 2oo7 Nomor 85, Tambahan Lernbaran Negara .Republik
Indonesia Nomor a7ae;

14. Peraturan Pemerintah Nomor T Tahun 2o0g tentang
Dekonsentrasi dan TUgas pembantua.n (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2cl, Tambahan Lr:mba:ran
Negara Republik Indonesia Nomor 4S16l;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Terhun 2ols tentang
Pemberdayaan Peternak (l,embaran Nelgara Republik I'donesia
Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lernb,aran Negara l?epublik
Indonesia Nomor 5391);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5'7 Tahun 2oor tentang
Petunjuk Teknis penataan organisasi perangkat Daerah;

17. Peraturan Daerah provinsi Gorontalo l\lomor Nomor 121 rahun
2or3 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah provinsi
Gorontalo (Lembaran Daerah provinsi Gorontalo Tahuin 2oL3
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah provinsi Grcrontalo
Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

GUBERNUR

PEMBENTUKAN ORGANISASI
PELAKSANA TEKNIS DINAS
PROVINSI GORONTALO

GORttUtRl,O TENTANG
DAN TATA KERJA UNIT
PENGEIVIBANGAN T'ERNAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Gubernur ini yang dimaksucl dlengan :
1. Daerah adalah Daerah otonom provinsi Gorontaro.
2' Pemerintah Daerah adarah peny'el,enggaraan urusan

pemerintahan oleh pemerintah daerah dern DpRD menunlt asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan pri'sip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang_
undang Dasar Negara Repubrik Indonesia'fahun 1945.

3. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupalj, atau waliko,ta dan
Perangkat daerah sebagai unsur penyelenrggara pemerirntaha.n
daerah.

4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
5. Dinas darah Dinas peternakan dan perkebunan provinsi

Gorontalo. ,f
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BI
RO

 H
UKU

M
 

SE
TD

A 
PR

O
V.

 G
O

RO
NTA

LO



6. unit Peleksana Teknis pengembanga:n Ternak adalah tJnit
Pelaksana Teknis Dinas peternakan dan. perkebunan provinsi
Gorontalo, selanjutnya disebut UpT.

7. Desentralisasi adalah penyerahan wewenamg pemerintahan c,leh
pemerintah kepada daerah otonom u.ntuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dalam sirstem Negara llesatqan
Republik Indonesia.

8. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wern/e:nang pemerintarran oleh
pemerintah kepada Gubernur sebagai waki,t pemerintah dan/arau
kepada instansi vertikal diwilayah tertentru.

9. T\.rgas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada
Daerah untuk meiaksanakan tugas terterrtu dengan kewajiban
melaporkan dan mempertanggungjawrbkan pelaksarraannya
kepada yang menugaskan.

10. Bibit ternak adalah semua hasil perrruriaan ternark yang
memenuhi persyaratan tertentu untuk dikernbangkan.

11.Ternak adalah hewan periharaan, yang kr:hidupannya rneliputi
tempat serta manfaatanya diatur dan diawarsi oleh manusia serta
dipelihara khusus sebagai penghasil bahan dan jasa yang
berguna bagi kepentingan hidup manusia.

12. Peternakan adalah segala urusan yang berrraitan dengan sumber
daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, prakan, alat da' mesin
peternakan, budidaya ternak, panen, p€rscapanen, pengolaha.n,
pemasaran, dan pengusahaannya.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2
Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Urrit pelaksana Teknis
Pengembangan Ternak pada Dinas Perkebu'an dan peternakein
Provinsi Gorontalo.

BAB III

KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN

FUNGSI ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3
Unit Pelaksana Teknis merupakan
operasional Dinas yang dipimpin oleh
dibawah dan bertanggungjawab kepada

unsur pelaksana teknis
seorang Kepala yang berada
Kepala Drinas.
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Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4
(1) Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugasi nnelaksanakan sebagian

tugas teknis dinas.
(2) Melaksanakan kebijakan teknis dibidang manajemen

pengembangan perbibitan ternak.
(3) Menyelenggarakan bimbingan teknis peternakan sebagai bagian

dari pelayanan pendidikan (edukasi).

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal S
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4, Unit pelaksana Teknis mempunyai ftrn;gsi :
a. melaksanakan budidaya perbibitan tern.ak beserta kegiatan

pendukungnya (pakan dan Kesehatan Hervan);
b. pelayanan dibidang bimbingan teknis SDr{ peternak;
c. pelayanan dibidang teknologi dan informasi peternakan;
d' melakukan kerjasama pengembangan ternak dengan

petani/kelompok dalam bentuk kerjasam* 'perasional (KSo) at.as
persetujuan kepala dinas;

e. melakukan penjualan, baik terhadap bibit ternak maupun ternak
afkir berdasarkan justifikasi teknis:

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6
(1) susunan organisasi unit pelaksana Teknis pengembangan

Ternak Sapi terdiri atas;
a. Kepala UPT;

b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Pelayanan Teknis Ternak Besar;
d. seksi Pelayanan Teknis Ternak Kecil dern unggas;

(2) Struktur organisasi Unit Pelaksana Teknisr pengembangan Ternak
sebagaimana tercanfum pada lampiran da:n merupakan bagian
tak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Kepala UPT
Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala uipr betanggungjawa.b
kepada Kepala Dinas.

_!
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(2) Kepala UPT wajib menerapkan prinsip rkoordinasi, integrasi <ian
sinkronisasi baik daram lingkungan urrrD maupun insta_nsi
teknis terkait lainnva.

Pasal 8
Dalam menyelenggarakan tugas sebagairnana dimaksud dalam
Pasal 7 Kepala UpT mempunyai fungsi :
a. penyusunan program, pelaksanaan dan lrengendalian kegiala.n

lingkup UpT;

b. melaksanakan teknis operasional dibicla:ng perbibitan terrrak
(ternak besar, ternak kecil dan ungg*s) beserta kegiatan
pendukungnya (pakan dan Kesehatan Hervan);

c' melaksanakan demonstrasi dan percontotran teknologi perbibitan;
d. memberikan justifikasi teknis terhadap t.ernak yang akan dij'al

dilingkup UPT;

e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan UF f;
f. melaksanakan koordinasi dengan instansi/unit kerja terkait;
g. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas

mengenai langkah dan pengembangan dalanr managemen upr.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9
sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas m,emberikan pelayan*n
administrasi dilingkungan UPTD.

Pasal 10
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimar:ra dimaksud dalam
Pasal 9 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fu.ngsi :
a. melaksanakan penataan administrasi kepe:gawaian;
b. membuat laporan kepegawaian secara. berkala (mingguan,

bulanan dan tahunan).

c. melaksanakan urusan perlengkapan rumah tangga, keamanarr
kantor, penyiapan penyelenggaraan rapert dan penyelengaraan
bimbingan teknis (bimtek dan magang/praktek kerja lapang);

d. pengadaan dan pemeliharaan barang-barang inventaris milik
UPT;

merencanakan dan mengusulkan pengadaeur dan penghapusan
barang inventaris;

memberikan laporan pengadaan barang inl'entaris dinas secar:a
berkala;

melaksanakan konsultasi dan koord:inasi dalam Llrusan
perlengkapan dan barang inventaris;

menyiapkan dan menyusun rancangan perencanaan

e.

f.

g.

h.

Program/kegiatan UPT;
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i. mengolah dan menganalisa program/kegiatan masing-masing
seksi dilingkup UpT;

j. men5rusun dan menganalisa data dan infor:masi;
k. melaksanakan pengendalian, monitoring; serta evaluasi dan

pelaporan programl kegiatan;
l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oft:h atasan.

Bagian Ketiga
Seksi Pelayanan Teknis Ternak Besar

Pasal i l
seksi Pelayanan Teknis Ternak Besirr mempunyai tugas
meiaksanakan pelayanan teknis pengemban€ian Ternak Besar.

Pasal 12
Dalam menyelenggarakan tugas sebagainnana dimaksud dalam
Pasal 1l seksi Pelayanan Teknis Ternak Besar mempunyai fungsi :
a. menjrusun program/kegiatan seksi teknis ternak besar dilingkup

UPT;

b. melaksanakan kegiatan teknis budidaya ter:nak besar;
c' melaksanakan penyebarluasan inlbrmasi di bidang

pengembangan ternak besar;
d. menyiapkan petunjuk teknis/Standar operersional prosedur (sop)

dalam bidang pengembangan, promosi clan pemasaran ha.sil
produksi bibit ternak besar;

e. melaksanakan pencatatan (recording) ternal,: besar;
f. melakukan uji performance ternak besar;
g. men]rusun justifikasi teknis terhadap terrrak besar yang akan

dijual dilingkup UpT.
h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada

kegiatan pengembangan perbibitan ternak br:sar;
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

Bagian Keempat
Seksi Pelayanan Teknis Ternak Kecil dan Lrnggas

Pasal 13
seksi Pelayanan Teknis Ternak Kecil dan UnggBs mempunyai tugas
melaksanakan pelayanan teknis pengembar.rrgan Ternak Kecil dein
Unggas.

Pasal 14

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 seksi pelayanan Teknis Terna.k Kecil dan u:nggeis
mempunyai fungsi:

a. menyusun prograrn/kegiatan seksi teknis t.ernak kecil dan unggas
dilingkup UPT;

b. melaksanakan kegiatan teknis budidaya ter:nrak kecil dan unggas;
A
- I ' :
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d.

c. melaksanakan penyebarluasan irrformasi di bidang

pengembangan ternak kecil dan unggas;

menyiapkan petunjuk teknis/standar<l operasional p:rosedur

(soP) daiam bidang pengembangan, prornosi dan pemasaran hasil

produksi bibit ternak kecil dan unggas;

melaksanakan pencatatan (recording) ternak kecil dan unggas;

melakukan uji performance ternak kecil dan unggas;

menyusun justifikasi teknis terhadap t.ernak kecil dan unggas

yang akan dijual dilingkup UPT;

melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada

kegiatan pengembangan perbibitan ternak l<ecil dan unggas;

melaksanakan tugas lain yang diberikan ohh atasan.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 15

Kepala UPT adalah jabatan eselon IIIa dianl;kat dan diberhentikan

oleh Kepala Daerah atas usul Sekretarisi Daerah Provinsi sesuai

peraturan perundang-undangan.

Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan upr diangkat clan

diberhentikan sesuai peraturan perundanrg-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Gubernur ini
dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Br:lanja Daerah provinsi

Gorontalo berdasarkan peraturan perundan g- u:ndangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, peraturan

Gubernur Gorontalo Nomor 59 Tahun 200€i .l.entang pembentukan

organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana T'eknis pengem.bangan

Ternak sapi pada Dinas perkebunan da:n peternakan provinsi

Gorontalo (Berita Daerah provinsi Gorontalo TeLhun 200g Nomor s9)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
I
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Peraturan Gubernur

Agar setiap orang

Peraturan Gubernur

Provinsi Gorontalo.

Pasai 18

ini mulai berlaku pada.tanggal ditetapketn.
mengetahuinya memer:intahkan pengundangan
ini dengan penempatanny'a dalam Berita Daerah

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2O1g NOI{OR :I
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LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR : ::. TAHUN 2Oi3
TANGGAL : -1 _,c$e:.;,,sr. 2013
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KER.]A UNIT

PELAKSANA TEKNIS DINAS PEN(iEMBANGAI\I TERNAK
PROVINSI GORONTALO.

SUIS BAGIAN.TATA 
USAHA

SEKSI
PELAYANAN TEKNIS

TERNAK BESAR

S]IKSI
PELAYAIIAIV TEKNIS

TERNAK KECII, & UNGGAS
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